
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SP DIPA-024.11-0/2025

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025

DS:8885-9199-1444-7546

A. DASAR HUKUM :

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.1.

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.2.

UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 20253.

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :

: 0241. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN

024.11:2. UNIT ORGANISASI BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

:3. PAGU Rp.339.979.964.000

(TIGA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN MILIAR SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS ENAM PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :

DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.1.

Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.2.

DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.3.

Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.4.

Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.5.

DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.6.

A.N. MENTERI KEUANGAN

NIP.196612301991021001

Jakarta,  02 Desember 2024

ISA RACHMATARWATA

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

*Dokumen ini telah di tandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.
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I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM  dari1Halaman : 6

DS:8885-9199-1444-7546

A. IDENTITAS UNIT :

: 024 KEMENTERIAN KESEHATAN1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA

11 BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN:2. UNIT ORGANISASI

:3. PAGU

B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :

Rp.339.979.964.000

(TIGA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN MILIAR SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS ENAM PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

(dalam ribuan rupiah)

Program Pelayanan Kesehatan dan JKN 11.479.560024.11.DG

Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan 257.480.455024.11.DS

Program Dukungan Manajemen 71.019.949024.11.WA

:1. PROGRAM

Menguatnya promotif preventif di FKTP melalui UKBM dan Pendekatan Keluarga: SASARAN STRATEGIS K/L 01

Terpenuhinya sarana, prasarana, obat, BMHP, dan alat kesehatan yankes primer: 02

Menguatnya tatakelola manajemen pelayanan dan kolaborasi publik-swasta: 03

Terpenuhinya sarana prasarana, alat kesehatan, obat, dan bahan medis habis pakai (BMHP) pelayanan kesehatan rujukan: 04

Menguatnya Tata Kelola Manajemen dan Pelayanan Spesialistik: 05

Menguatnya dan terdistribusinya mutu RS, layanan unggulan dan pengembangan layanan lain: 06

Menguatnya produksi alat kesehatan, bahan baku obat, obat, obat tradisional dan vaksin dalam negeri: 07

Menguatnya surveilans yang adekuat: 08

Menguatnya sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan: 09

Terpenuhinya pembiayaan kesehatan yang berkeadilan pada kegiatan promotif dan preventif: 10

Menguatnya pembiayaan kesehatan nasional secara efektif, efisien dan berkeadilan untuk mencapai universal health coverage (UHC): 11

Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas: 12

Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan: 13

Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karier SDM kesehatan: 14

Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan dalam mendukung kebijakan
kesehatan berbasis bukti

: 15

Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti: 16

Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik: 17

2.

07 KESEHATAN 339.979.964FUNGSI :
0790 KESEHATAN LAINNYA 339.979.964SUB FUNGSI :

3.



DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : DIPA-024.11-0/2025

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM  dari2Halaman : 6

DS:8885-9199-1444-7546

NON PRIORITAS NASIONAL : 339.979.9644.
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(dalam ribuan rupiah)C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

ALOKASI DANAKODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN

024.11.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN 11.479.560

Terpenuhinya pembiayaan kesehatan pada kegiatan promotif dan preventif dalam mencapai UHC

IKP01 Persentase penduduk berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan Persen100

IKP02 Persentase kabupaten/kota yang memenuhi pembiayaan kegiatan promotif preventif pada SPM Persen75

IKP03 Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Kerja sama Pemerintah Swasta (KPS) bidang kesehatan Persen100

SP20

6804 Pelaksanaan Teknis Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

01.01 Persentase peserta JKN yang berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan Persen100

01.02 Persentase belanja kesehatan promotif preventif dalam JKN Persen15

01.03 Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menghasilkan rekomendasi dari hasil perhitungan Provincial Health Account / District
Health Account (PHA/DHA)

Persen100

01.04 Persentase kabupaten/kota yang memberikan insentif pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) bersumber APBD Murni Persen100

01.05 Persentase asuransi kesehatan swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Persen100

01.06 Persentase kabupaten/kota yang melakukan kemitraan pembiayaan pemerintah dan swasta dalam penanganan 9 penyakit prioritas Persen100

01.07 Persentase kabupaten/kota yang melakukan kemitraan pembiayaan pemerintah dan swasta dalam upaya skrining 14 penyakit Persen100

11.479.560

024.11.DS Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan 257.480.455

Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti

IKP01 Persentase kebijakan teknis dalam penguatan berbagai skema pembiayaan kesehatan yang efektif dan efisien Persen100

IKP02 Jumlah pedoman dalam menyusun kebijakan Dokumen0

IKP03 Persentase kebijakan Kementerian Kesehatan  berbasis kajian dan bukti Persen100

IKP04 Terbangunnya tatakelola kerjasama internasional yang efektif Dokumen1

SP01
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(dalam ribuan rupiah)C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

ALOKASI DANAKODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN

6833 Perumusan Kebijakan Upaya Kesehatan

01.01 Persentase keputusan atau peraturan di atas peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti Persen100

01.02 Persentase keputusan atau peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti Persen100

01.03 Persentase keputusan atau peraturan di bawah peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti Persen100

01.04 Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan di bidang Upaya Kesehatan Persen100

01.05 Persentase kabupaten/kota yang mengadopsi kebijakan transformasi kesehatan Persen100

85.280.000

6834 Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan

01.01 Persentase keputusan atau peraturan diatas peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti Persen100

01.02 Persentase keputusan atau peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti Persen100

01.03 Persentase keputusan atau peraturan dibawah peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti Persen100

01.04 Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan di bidang Sistem Ketahanan Kesehatan dan
Sumber Daya Kesehatan

Persen100

01.05 Persentase kabupaten/kota yang mengadopsi kebijakan transformasi kesehatan Persen100

10.000.000

6835 Perumusan Kebijakan Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan

01.01 Annual review tarif INA-CBGs  dan NHA (T- 1) Dokumen2

01.02 Annual utilization review untuk 20 penyakit berbiaya tertinggi Dokumen20

01.03 Annual review terhadap HTA dan rencana implementasinya Dokumen1

02.01 Persentase keputusan atau peraturan diatas peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti Persen100

02.02 Persentase keputusan atau peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti Persen100

02.03 Persentase keputusan atau peraturan di bawah peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti Persen100

02.04 Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan di bidang Pembiayaan Jaminan Kesehatan dan
Desentralisasi Kesehatan

Persen100

02.05 Persentase kabupaten/kota yang mengadopsi kebijakan transformasi kesehatan Persen100

14.105.605
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(dalam ribuan rupiah)C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

ALOKASI DANAKODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN

6836 Perumusan Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan

01.01 Persentase keputusan atau peraturan diatas peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti Persen100

01.02 Persentase keputusan atau peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti Persen100

01.03 Persentase keputusan atau peraturan dibawah peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti Persen100

01.04 Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan di bidang Kesehatan Global dan Teknologi
Kesehatan

Persen100

01.05 Persentase kabupaten/kota yang mengadopsi kebijakan transformasi kesehatan Persen100

01.06 Tersusunnya blue print pengelolaan kerjasama internasional berdasarkan kriteria negara dan lembaga Dokumen1

01.07 Jumlah dokumen kerjasama internasional, termasuk perjanjian dan prakarsa hasil diplomasi kesehatan Dokumen10

142.473.412

6837 Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan

01.01 Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman Persen100

5.621.438

024.11.WA Program Dukungan Manajemen 71.019.949

Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian KesehatanSP01

6797 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

01.01 Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nilai36,1

01.02 Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nilai91

71.019.949
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(dalam ribuan rupiah)C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

ALOKASI DANAKODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN

KETENTUAN
DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker. a.n. MENTERI KESEHATAN

Kunta Wibawa Dasa Nugraha

Jakarta,  02 Desember 2024

SEKRETARIS JENDERAL

NIP.  196811301994031001



(dalam ribuan rupiah)

KODE

:1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 7 8

PAGU/TARGET
PENDAPATANPEGAWAI BARANG

52 53

MODAL

57

BANTUAN SOSIAL

51

A. IDENTITAS UNIT :

2. UNIT ORGANISASI

3. PAGU

:

:

024.11 BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Rp.339.979.964.000

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

NO

9=5+6+7+8

TERCATAT

10

KP
KD
DK
TP
UB

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-024.11-0/2025DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

(TIGA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN MILIAR SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS ENAM PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

1Halaman :

DS:8885-9199-1444-7546

 dari1

024.11.DG 11.479.560 00 5.062.0630 11.479.560Program Pelayanan Kesehatan dan JKN

01 DKI JAKARTA 0 11.479.560 0 0 5.062.06311.479.560

416151 KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN 0 11.479.560 0 0 5.062.06311.479.560KP

A00 RM 0 11.479.560 0 0 11.479.560 5.062.063

024.11.DS 257.102.455 00 95.562.788378.000 257.480.455Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan

01 DKI JAKARTA 0 257.102.455 378.000 0 95.562.788257.480.455

416151 KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN 0 257.102.455 378.000 0 95.562.788257.480.455KP

A00 RM 0 257.102.455 378.000 0 257.480.455 95.562.788

024.11.WA 70.304.915 00 5.852.010715.034 71.019.949Program Dukungan Manajemen

01 DKI JAKARTA 0 70.304.915 715.034 0 5.852.01071.019.949

416151 KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN 0 70.304.915 715.034 0 5.852.01071.019.949KP

A00 RM 0 70.304.915 715.034 0 71.019.949 5.852.010

TOTAL 0 338.886.930 1.093.034 0 339.979.964 106.476.861

RM 0 338.886.930 1.093.034 0 339.979.964 106.476.861

0PENDAPATAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
KETENTUAN

a.n. MENTERI KESEHATAN
Jakarta,  02 Desember 2024

SEKRETARIS JENDERAL

NIP.  196811301994031001
Kunta Wibawa Dasa Nugraha



(dalam ribuan rupiah)

KODE

:1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN

URAIAN PROGRAM PAGU JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

A. IDENTITAS UNIT :

2. UNIT ORGANISASI

3. PAGU

:

: Rp.339.979.964.000

B. RENCANA PER PROGRAM

NO

NOMOR : DIPA-024.11-0/2025DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

(TIGA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN MILIAR SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS ENAM PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

DS:8885-9199-1444-7546

024.11

024

BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

 dari1Halaman : 1

024.11.DG1 Program Pelayanan Kesehatan dan JKN

RENCANA PENARIKAN DANA 11.479.560 818.861 969.158 969.158 969.158 969.158 969.158 969.158 969.158 969.158 969.158 969.158 969.121

024.11.DS2 Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan

RENCANA PENARIKAN DANA 257.480.455 27.900.837 87.333.901 6.718.600 7.053.854 7.079.137 7.221.100 29.876.523 30.161.787 31.179.028 7.801.803 7.932.243 7.221.643

024.11.WA3 Program Dukungan Manajemen

RENCANA PENARIKAN DANA 71.019.949 5.325.376 6.029.708 5.795.751 5.610.714 6.202.243 5.579.383 5.936.679 6.378.859 6.447.268 6.071.639 5.962.076 5.680.253

TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA 339.979.964 34.045.073 94.332.766 13.483.509 13.633.726 14.250.537 13.769.641 36.782.359 37.509.804 38.595.454 14.842.599 14.863.477 13.871.017

TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a.n. MENTERI KESEHATAN
Jakarta,  02 Desember 2024

SEKRETARIS JENDERAL

Kunta Wibawa Dasa Nugraha
NIP.  196811301994031001
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